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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Penerbitan sertifikat hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan merupakan 

langkah krusial dalam menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah, terutama 

dalam situasi di mana pihak penjual tidak dapat ditemukan atau keberadaannya 

tidak diketahui. Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, ketidakpastian ini 

sering menimbulkan sengketa yang dapat berlarut-larut, sehingga diperlukan suatu 

mekanisme yang mampu memberikan solusi yang efektif. Proses litigasi menjadi 

pilihan yang dapat diambil ketika pemilik tanah sebelumnya tidak dapat 

dihubungi; dalam hal ini, penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan 

untuk mendapatkan keputusan hukum mengenai status tanah tersebut. Putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau inkracht van gewijsde, menjadi 

dasar yang sah untuk penerbitan sertifikat, sehingga memberikan jaminan hukum 

yang kuat bagi pemilik baru. Selain itu, penting untuk menekankan bahwa 

kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Pokok Agraria 

dan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah, adalah hal yang fundamental. 

Pendaftaran tanah tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga 

merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik tanah 

terlindungi secara sah. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

memegang peranan penting dalam proses administrasi pertanahan, termasuk 

dalam melakukan verifikasi dan penelitian lapangan. Tugas BPN adalah untuk 

memastikan bahwa tidak ada sengketa yang menghalangi penerbitan sertifikat, 
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serta melakukan pengukuran tanah yang akurat sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. 

Namun, dalam praktiknya, proses pendaftaran tanah sering kali menghadapi 

berbagai kendala yang dapat menghambat kepastian hukum. Kendala-kendala ini 

dapat berupa sengketa kepemilikan yang melibatkan lebih dari satu pihak, 

dokumen yang tidak lengkap atau tidak sah, serta keterbatasan informasi yang 

memadai di kalangan masyarakat. Misalnya, banyak masyarakat yang belum 

memahami pentingnya pendaftaran tanah atau bagaimana cara mengurusnya, 

sehingga partisipasi mereka dalam proses ini cenderung rendah. Oleh karena itu, 

solusi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan 

lembaga terkait sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Edukasi dan 

sosialisasi mengenai prosedur pendaftaran tanah harus ditingkatkan, serta 

penyederhanaan persyaratan dokumen agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. 

Dengan demikian, penerbitan sertifikat atas tanah melalui putusan pengadilan 

bukan hanya menjadi mekanisme yang penting untuk menjamin kepastian hukum, 

tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam menghadapi 

ketidakpastian yang sering terjadi dalam pengelolaan tanah. Melalui langkah-

langkah ini, diharapkan akan tercipta sistem pertanahan yang lebih adil, 

transparan, dan dapat diandalkan, sehingga masyarakat dapat memiliki akses yang 

lebih baik terhadap hak-hak atas tanah yang mereka miliki. 
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B. Saran 

1. Edukasi Masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya pendaftaran tanah dan prosedur hukum yang berlaku sangat 

krusial. Program sosialisasi harus dilakukan untuk menjangkau lebih 

banyak orang dan memberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan 

kewajiban mereka. 

2. Penyederhanaan Prosedur Pendaftaran tanah harus disederhanakan agar 

lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Mengurangi jumlah 

dokumen yang diperlukan dan memperjelas langkah-langkah yang harus 

diambil dapat mempercepat proses. 

3. Penguatan Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN)  perlu diberikan 

sumber daya yang cukup untuk meningkatkan efisiensi dalam menangani 

pendaftaran tanah, termasuk pelatihan bagi petugas agar lebih memahami 

prosedur dan regulasi yang berlaku. 

4. Mediasi Sebelum Litigasi Mendorong mediasi sebagai langkah awal 

sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan dapat membantu 

menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, mengurangi beban 

pengadilan, dan menghemat waktu serta biaya bagi semua pihak. 
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